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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut TUD. D samping
it ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah nepara hukum vang menghendak
segala tindakan ataw perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas,
Sejalan dengan prinsip ketatancgaraan di atas maka salah satu substansi penting
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943 gdalah
keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga nesara. Dulon
konstitusi kita it ME diatur dalam Bab TX tepatnya Pasal 24 avat {2 dan Pasal
24C ayat (1)-(0). Selain it lembaga ini juga diatur dalam UU Klusus yakni UL
Mo 24 wmhun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di samping UU kebuasaan
kehakiman sebagai Lex Generaliy.

Pemicu masalah dalam skripsi ini adalah berpotensinya salah satu wewenang ME
yakni menguji UL untuk mengganggu tatanan hubungan antar lembaga MNepara
dalam bal ini DPR dengan ME. Hal ini karena UL, produk hokum yvang diuji
aleh MK merupakan hasil karya DPR yang tentunya sedikit banyaknya mercka
akan kesal kinerja mereka tak dihargai.

Hal ini menjadi semakin dilematis mengingast DPR. di satu sisi adalah lembaga
politik yang bersampulkan bukum yang hamper setiap keputusannya adalah
produk kempromi politik tapi di sisi lain mereka adalah wakil rakyal yang setiap
sirs mercka harus kita akui adaiah suara rakyat,

Dilematis yanp saya maksud dapar dilibal dalam putusan ME No 005/PULL2006
tentang pengujian UU No 22 tahun 2004 dan UU No 4 tahun 2004, Dalam
putusan ite MK membatalkan kewenangan utama KY  wvakni melakukan
pengawasan terhadap perilaku hakim.

Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa salah sata materi kajian HTN dan materi
mugtan UL adalah pembataswan kekuasaan penpussa. Sementars kebuasasn il
tidak hanya yang berada di tangan eksekutil tetapi jupa yang dimiliki oleh
legislatif. Nah pengujian UU paralel dengan pembatasan kekuasaan lepislatif
Permasalahan di atas coba dijawab penulis dengan metode penelitian yuaridis
notmatil yakni menjawab permasalahan hukum dengan menghubungkan sumber
Bukum positif dengan berbagai literature atau berbagai teori dalam hal ini.
Sedangkan untuk mengumpulkan data adalah denpan model data kualitatie yaiti
usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis dari berbagal data
vang diperoleh dari herbagai literatur.,

Setelah dilakukan pembahasan dan pengealian maka didapat kesimpulan shi;
Konsekuensi pembatalan UU oleh MK terhadap DPR adalah sbhb {dalarm
hubungannya dengan pembatalan U KY dan UU KE): terjadinyva kekosongan
hukum, terampulasinya kewenangan salah satuy lembaga nepara (KY), hilangnyva
pembatasan wewenang salah satu lembaga negara (MA dan MK) dan semakin
nyatanya indikasi kea rah trani yudisial. Parlemen baik schagai lembaga
perwakilan rakyat maupun sebagai dewan legislatif tetap dibutubkan oleh sebuah
negara baik atas nama demokrasi maupun Rule of law.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Megara Republik  Indonesia  tahun 1943
menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurat
Undang Undang Dasar, Dissmping itu ditegaskan pula bahwa nepgara Indanesia
atluleh negara hukum vang menghendeki sepala tindakan  atan perbuatan
penguasa mernpunyval dasar hukum yang jelas atau ada legalivsmyn, baik
berdasarkan bukum lertulis macpon tidak tectulis,

sejalan dengan prinsip ketataneparsan diatas maka salah satu substansi
penting perubahan Undang  Undang Dasar WNegara RI abun 1945 adalah
keberadoan Mahkamah Konstitusi schagal lembags negara vang  herlunpsi
menangani perkara tertentu di bidang ketstancgaraan dalam rangka menasa
konsitusi agar dilaksanakan seears bemanpgung jawab sesual dengan kehendak
rakyat dan cita-cita demokrasi,!

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesin whun 1943
sendiri Mahkamah Konstitusi diatur dalam BAB 1% tepatnya dalam Pasal 24 ava
(2) dan Pasal 24 C ayat (1)- (6. Sclain itu lembaga ini juga diatar dalam LU

khusus yakni UL No.24 tabun 2003 tentang MK disamping UL umum vang

' Bambang Siiivess, Hubem Acars Maikamal Ko, FL Cilrs Adinm Bakii, Bardung, 2004, Idm .
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mengatur masalah kewenangan dan kekuaszan lembaga vudikatil vakm UL nood

tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman,

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu peluku kekussaan kehakiman

di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasai 24 Uhnabange-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum

penvelengrarnan kekuasaan kehakiman vang merdeka, bebas dari pengarub

kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hokum dan keadilan,

Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C  Undang- Undung Dasar

Megara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

.

h.

Menguji UL terhadap Undang Undang Dasar Negara R tahun 1945,
Memutus sengketa kewenangan lembags negar vang Kewenangannya
diberikan olch Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.

Memutus pembubaran partai politik,

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan wmum.

emberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran
hukum oleh presiden danfatau wakil presiden yang herupa pengkhianatan
lerhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau
perbuatan tercela dan/atau tidak memenuhi syarat lagi schagai presiden
dan/atau wukil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang

Dasar Megara Republik Indonesia tahun 1945,
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BAR IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Konsckuensi pembatalan UL oleh MK adalak sebagal berikut (dilihat

dant pembatalan UU No 22 Tahun 2004 dan UU No 4 Talun 2004 )

Terjadinya kekosongan hukum

[mi adalah konsekuensi utama. Hal in dapat dilibat pada
pembatalan Pasal 23 avar (3) UL No 22 tabun 2004,

- Teramputasinya kewenanpan salah saty lembaga negara dalam bal

ini Komisi Yudisial

Hilangnya pembatasan wewenang salah satu lembaga Negara

semakin nyatanya indikasi ke arab tirni vudisial

Lembaga perwakilan rakyat identik lengan lembaga legislatif Earena:

0

- Setiap negara membutuhkan parlemen  baik sebagai  negara
demokrasi maupun sebagai negara hukum.
- Dengan memakai istilah Dewan perwakilen rakyal maka lembaga
:‘t&#ﬂﬁ.f—pr;
itn adalah atas nama reﬁﬁonmsi rakyal vang diangpap sebagai
penguasa dar sebush nepara,
- Beberapa negara ada yang menganut pemisahan kekuasaan murni,

pemisahan kekuasaan yang dikombinasikan dengan check and

balance, maupun sebatas pembagian kekuasaan.
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